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PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM 

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama,

dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat kumulasi dengan gugatan hak asuh anak (hadhanah) antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir  di  T.Deli, 04 Mei 1992, umur  32

tahun, agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

Rumah  Tangga,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman di  Kabupaten Deli Serdang,  Provinsi

Sumatera Utara,  

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Binjai, 07 September 1984, umur

40  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Supir,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di

Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera

Utara, selanjutnya disebut sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09

Desember  2024  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Lubuk

Pakam pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  29  Maret  2009,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Galang,  Kabupaten  Deli

Serdang,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

167/21/IV/2009, tertanggal 30 Maret 2009;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal

bersama  di  rumah  kontrakan  selama  07  Tahun  sebagaimana  alamat

Penggugat di atas dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama : 

a. Anak I, lahir pada tanggal 17 Oktober 2011;  

b. Anak II, lahir pada tanggal 13 Desember 2013;  

c. Anak III, lahir pada tanggal 14 November 2015 (Sudah Wafat);  

d. Anak IV, lahir pada tanggal 07 Desember 2016;  

3.    Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,

namun sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena :                            

a. Tergugat  merupakan  seorang  yang  kurang  bertanggung  jawab

menafkahi Penggugat dimana Tergugat menafkahi Penggugat sesuka

hati Tergugat tanpa memikirkan cukup tidaknya, bahkan Tergugat sudah

tidak menafkahi terhitung sejak sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan

gugatan ini diajukan;  

b. Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan

dan gaji;  

c. Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang

mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan

harkat dan martabat Penggugat;  

d. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman selain

Penggugat (Selingkuh);  

e. Tergugat merupakan seorang yang suka berjudi;  

4.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 14 Juli

2023 disebabkan karena Tergugat berulang kali ketahuan selingkuh bahkan

berjudi,  sehingga  Tergugat  tidak  tanggung  jawab  menafkahi  Penggugat,

yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat

tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di
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atas,  Sedangkan  Penggugat  saat  ini  tetap  tinggal  di  rumah  kontrakan

sebagaimana alamat Penggugat di atas ;    

5.  Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak

berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada  prinsip  untuk  bercerai  karena

Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  i'tikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga;  

6.  Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;  

7.  Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

8.   Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas anak-anak

yang bernama: 

a. Anak I, lahir pada tanggal 17 Oktober 2011;  

b. Anak II, lahir pada tanggal 13 Desember 2013;  

c. Anak IV, lahir pada tanggal 07 Desember 2016;  

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

ketiga anak tersebut; 

4.   Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 
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Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  hadir

menghadap sendiri di persidangan seacara inpersoon;

Bahwa  Tergugat tidak  datang  menghadap ke  muka  sidang  dan  tidak

menyuruh  orang  lain   untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa hukumnya

meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut  yang relaas  panggilannya

dibacakan   di   dalam   sidang,   sedangkan   tidak   ternyata  bahwa  tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa,  majelis  hakim telah  menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk

tidak bercerai  dengan  Tergugat,   tetapi   Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini  tidak dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya   dimulai   pemeriksaan   dengan   membacakan  surat   gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat

1.  Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat dan Tergugat,

Nomor 167/21/IV/2009, tanggal 30 Maret 2009, yang telah dikeluarkan

oleh Kantor  Urusan Agama Kecamatan KUA Galang Kabupaten Deli

Serdang Provinsi Sumatera Utara,  bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

dan  telah  di-nazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti P.1 tanggal  dan

paraf Ketua Majelis;

2.  Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, nomor : 1207-

LT-27082015-0073 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan  oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Deli

Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen,  bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi

kode bukti “P.2” tanggal dan paraf Ketua Majelis;
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3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, nomor : 1207-

LT-27082015-0085 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan  oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Deli

Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen,  bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi

kode bukti “P.3” tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  Anak  IV,  nomor  :

1207-LT-28082018-0018 tertanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli

Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen,  bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi

kode bukti “P.4” tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi

Saksi  1, Umur  38 tahun,  Pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  Agama  Islam,

Alamat di  Kab.  Deli  Serdang, dibawah sumpah, memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak

kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami

isteri, yang  menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Galang  dan

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-   Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat   awal pernikahan tidak

harmonis  lalu  sejak  tahun  2017  mulai   terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan  secara  terus  menerus  disebabkan  Tergugat  kurang

bertanggungjawab  menafkahi  Penggugat,  Tergugat  seorang  yang

tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat pemarah dan kasar, Tergugat

menjalin cinta lagi dengan wanita lain, Tergugat suka berjudi;
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- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat  saat  itu  saksi  sedang  datang

berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak

tanggal  14  Juli  2023,   Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,

sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

tinggal bersama sampai dengan saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat  dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat

orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Saksi  2, Umur  27 tahun,  Pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  Agama  Islam,

Alamat di  Kab.  Deli  Serdang, dibawah sumpah, memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  sebagai

adik ipar Penggugat;

- Bahwa hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami

isteri, yang  menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Galang  dan

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-   Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat   awal pernikahan tidak

harmonis  lalu  sejak  tahun  2017  mulai   terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan  secara  terus  menerus  disebabkan  Tergugat  kurang

bertanggungjawab  menafkahi  Penggugat,  Tergugat  seorang  yang

tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat pemarah dan kasar, Tergugat

menjalin cinta lagi dengan wanita lain, Tergugat suka berjudi;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat  saat  itu  saksi  sedang  datang

berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak

tanggal  14  Juli  2023,   Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,

sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

tinggal bersama sampai dengan saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat  dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat

orang yang baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;
Bahwa,  Penggugat  menyatakan  telah  mencukupkan  bukti-buktinya  dan

menyampaikan  konklusi  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  dengan

gugatannya  ingin   bercerai  dengan  Tergugat,  dan  mohon  putusan  dalam

perkara ini; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian kumulasi

dengan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) sebagaimana ketentuan Pasal 49

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama

Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang telah  ditentukan,  Penggugat

hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang

gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka

Majelis  Hakim  berpendapat  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang

mengadili perkara ini;
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 Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  dan  panggilan  tersebut  telah

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3)

R.Bg, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023

Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;   

 Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

ketentuan  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2008  yang  telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

tidak  hadirnya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  150  R.Bg.,  gugatan  Penggugat  dapat

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah karena telah terjadi  pertengkaran sebagaimana yang telah  dijelaskan

dalam duduk perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak

tanggal 28 Mei 2024 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana  layaknya

suami-istri;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 Majelis Hakim

menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Materai jo.  Pasal  2  Ayat  (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea

Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Materai,  untuk itu bukti  tertulis  a quo  telah memenuhi  syarat formil  alat  bukti

tertulis;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.1  berupa

fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

tanggal  22 Februari  2008,  relevan dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh

Penggugat,  maka  bukti  P.1  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1 yang membuktikan bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  sesuai

ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.

Dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, dan

patut diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judictio);

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  istri  sah,  menikah

pada tanggal 22 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
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Hotma  Sinambela  binti  Amir  Hamzah  Sinambela dan  Sunita  Aprilia  binti

Alamsyah keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang

yang  dilarang  untuk  menjadi  saksi  dan  kedua  saksi  telah  disumpah  serta

memberi  keterangan  di  persidangan,  untuk  itu  kedua  saksi  telah  memenuhi

maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg. dengan demikian kedua saksi

telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang

merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, dan kedua saksi mengetahui

langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun

serta  mengetahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak

tanggal 28 Mei 2024 lalu sampai saat ini,  dengan demikian keterangan saksi

telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat  a

quo,  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

memberikan keterangan berdasarkan yang dialami kedua saksi dengan melihat

dan  mendengar  terhadap  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,

dengan demikian keterangan kedua saksi telah sesuai dengan maksud Pasal

308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  yang  satu  saling  bersesuaian

dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan

dalil  gugatan  Penggugat,  untuk  itu  keterangan  kedua  saksi  telah  memenuhi

maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi

syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat

formill dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua

saksi  a quo telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian

patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas,

Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
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telah  sampai  pada  kondisi  pecah  yang  mendorong  Penggugat  sudah

berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat sehingga tidak ada harapan akan

hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis hakim berkesimpulan dengan kondisi

yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk

dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah

wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam suroh Arrum

ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

sudah sampai ke puncak perselisihan, maka tidak perlu lagi mencari  apa dan

siapa  yang  menjadi  penyulut  dan atau  penyebab  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

No.  534/K/Pdt/1996  tanggal  18  Juni  1996,  yang  menyatakan  ”Dalam  hal

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan

itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang

dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami

isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan

kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan

mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya

penderitaan  batin yang berekepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi

Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik

kemashlahatan sebagaimana kaidah Fiqih menyatakan :

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya :  Menolak kemudharatan harus didahulukan dari  pada menarik

kemashlahatan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan alat  bukti  yang diajukan Penggugat,  Majelis hakim menemukan fakta

sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari

2008;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 28

Mei 2024;

5. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dan

pertimbangan  hukum  yang  telah  Majelis  hakim  kemukakan,  maka  gugatan

perceraian  yang  diajukan  Penggugat  telah  cukup  beralasan  sebagaimana

tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan  yaitu  “untuk  melakukan  perceraian  harus  cukup  alasan,  bahwa

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, dan

alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum Islam, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan

Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum

gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian

adalah  isteri  (in  casu  Penggugat),  maka  perceraian  yang  akan  dijatuhkan

berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi  Hukum  Islam,  Penggugat  dan  Tergugat  diceraikan  dengan

menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan angka 3 menuntut

agar  Penggugat  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  asuh  terhadap  anak

Penggugat dan Tergugat  a quo, dan Penggugat mengajukan bukti P.2 sampai

dengan P.4 serta alat bukti saksi, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di

bawah ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti   P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi

syarat formil  sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan isi  bukti  a quo

isinya tentang status anak bernama Aryo Ifanda, laki-laki, lahir pada tanggal 27

April  2009,  Andini  Yolandita,  perempuan,  lahir  pada  tanggal  18  September

2010, Aqila Yolandita, perempuan, lahir pada tanggal 14 Agustus 2019;  

adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti P.2, P.3 dan

P.4 memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, maka patut diterima sebagai alat

bukti yang mengukuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa anak Penggugat  dan Tergugat  tersebut  sejak lahir

diasuh dan dirawat oleh Penggugat,  maka Majelis hakim berpendapat bahwa

anak tersebut mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan Penggugat dan

masih sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu

kandung yang selama ini  yang mengasuh dan merawat  anak  a quo,  hal  ini

sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014  “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri,  kecuali  jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak-hak asasi yang wajib

diterima anak tersebut dari  orang tuanya atau walinya diantara hak-hak anak

tersebut adalah “hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, dibesarkan

dan  dibimbing  kehidupannya  oleh  orang  tua  atau  walinya”  dan  anak  juga

mempunyai hak “memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara

layak  sesuai  dengan  kebutuhan  fisik  dan  mental  spritualnya”,  hal  ini

sebagaimana termaktub pada Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  kedua  saksi  Penggugat

tersebut pada bagian atas pertimbangan ini, maka Majelis hakim berpendapat

bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  sangat-sangat  membutuhkan

Penggugat  untuk  kelanjutan  hidupnya,  dan  Penggugat  sebagai  ibu  kandung

selama ini yang merawat dan mengasuh anak tersebut, dan Penggugat adalah

seorang ibu yang memiliki  akhlak yang baik,  untuk itu  Penggugat  memenuhi

Halaman  13 dari 16 halaman Putusan  Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk merawat dan mengasuh anak Penggugat  dan Tergugat tersebut

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut untuk dikabulkan, dan

selanjutnya  menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  (hadanah)

terhadap anak Penggugat  dan Tergugat  bernama  Aryo Ifanda,  laki-laki,  lahir

pada tanggal 27 April 2009, Andini Yolandita, perempuan, lahir pada tanggal 18

September 2010, Aqila Yolandita, perempuan, lahir pada tanggal 14 Agustus

2019;

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Majelis  hakim  telah  mendengar

keterangan anak yang nomor 1 dan nomor2 yang sudah mumaiyiz,  ternyata

mengatakan akan ikut bersama Penggugat (ibunya) jika terjadi perceraian antara

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  ditetapkan  sebagai

pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat

harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandung

untuk bertemu dan melepaskan kasih sayang kepada anak tersebut;

 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Purna Irawan bin Marni)

terhadap Penggugat (Penggugat).
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4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama  Aryo Ifanda, laki-

laki,  lahir pada tanggal 27 April  2009, Andini  Yolandita,  perempuan, lahir

pada tanggal 18 September 2010, Aqila Yolandita, perempuan, lahir pada

tanggal 14 Agustus 2019 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan Penggugat harus

memberi  akses  kepada  Tergugat  untuk  bertemu  dengan  anak  tersebut

seluas-luasnya dalam batas kewajaran.

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Lubuk  Pakam pada  hari  Selasa,  tanggal  24  Desember  2024,  bertepatan

dengan tanggal   22 Jumadil  Akhir  1446, oleh Dra.  Rinalis  M.H.  sebagai

Ketua  Majelis,  Drs.  Ridwan  Arifin dan Dra.  Hj.  Nurul  Fauziah,  M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  H. Sabri Usman, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rinalis M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,
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H. Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Rp 70.000

2. Proses Rp 100.000 

3. Panggilan Rp 32.000  

4. Meterai Rp        10.000  

5. PBTRp        16.000
                                                                                                                                                                                                  

Jumlah Rp 228.000

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
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